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Mempertangguh Badan Usaha Milik Desa
untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

ejak dulu, desa sudah diarahkan untuk
mengelola usaha sendiri. Hal ini tercan-
tum dalam Penjelasan Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Undang- Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
juga menyatakan bahwa desa dapat mendirikan
badan usaha. Kewenangan ini kemudian diperte-
gas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah pun mener-
bitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun2010tentang Badan UsahaMilik Desa (BUM
Desa). Terbitnya peraturan tersebut diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa. Tentunya, agar harapan itu dapat program

terwujud, harus ada dukungan berupa program-
program dari pemerintah pusat dan pemerin-
tah daerah untuk menggerakkan ekonomi desa

Tetapi, bila merujuk pada angka penduduk
miskin di pedesaan dan tingkat urbanisasi yang
setiap tahunnya selalu meningkat, harapan itu
belum terwujud. Kehadiran Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan
dapat memperkuat BUM Desa sesuai tujuan
pendiriannya. Kendati demikian rekognisi yang
diberikan masih memerlukan perhatian pemer-
intah supra desa dalam memperkuat BUM Desa
menuju kemandirian dan ketangguhannya. Se-
mangat pendirian BUM Desa harus dibarengi
dengan perbaikan atau penguatan kebijakan dan
pola pembinaan oleh pemerintah supra desa
(pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota).
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adan Usaha Milik
Desa (BUM Desa)
bukanlah barang

baru bagi ma-
syarakat dan pemerintah
desa. Upaya pemerintah
Indonesia  menggerak-
kan roda perekonomian
desa sudah dilakukan
sejak berbagai kebijakan
tersebut di atas dikeluar-
kan. Sayangnya, upaya
tersebut belum berjalan
optimal. Buktinya, penduduk miskin di negara ini may-
oritas berada di wilayah perdesaan. Bahkan, menurut
data Badan Pusat Statistik, presentase jumlah penduduk
miskin di desa naik dari 13.76% pada September 2014
menjadi 14.21% pada Maret 2015 (BPS, 2015).

Berbagai sumber daya yang ada di desa juga belum
terkelola dengan baik. Akibatnya, tidak sedikit masyara-
kat desa yang memutuskan untuk pindah ke kota-kota
besar. Berdasarkan data Price Waterhouse Cooper, pada
tahun 2014, tingkat populasi urbanisasi Indonesia berada
pada kisaran angka 51.4%. Angka ini adalah yang tertinggi
kedua di wilayah Asia Tenggara setelah Malaysia. Sebagai
salah satu kota terbesar di tanah air, Jakarta diperkirakan
menampung pendatang pasca lebaran tahun 2016 sekitar
70 ribu orang (Tempo, 2016).

Semangat baru pengaturan BUM Desa melalui Undang-
Undang Desa merupakan upaya strategis untuk mewu-
judkan kesejahteraan di bidang ekonomi dan pembangu-
nan yang berorientasi bagi masyarakat desa. Salah satu
perwujudannya adalah BUM Desa didirikan dengan se-
mangat kekeluargaan dan semangat gotong royong yang
bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh
Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Saat ini telah terbentuk 12.115 BUM Desa. Seperti dilansir
dari situs resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), jumlah
tersebut telah melampaui target 5 ribu BUM Desa pada

tahun 2019 yang telah mereka
tetapkan. Jumlah ini tentu saja
sangat fantastis, bagaimana
upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah dalam membentuk
BUM Desa tersebut. Menurut
Sutoro Eko (2013), pendirian
BUM Desa tidak cukup didekati
dengan pendekatan teknokratis
dan manajerial semata. BUM
Desa yang dibangun serentak
oleh pemerintah dari atas juga
tidak serta-merta bisa bekerja
dengan baik meskipun memiliki
kapasitas manajerial yang baik.

Pembentukan unit-unit ekono-
mi desa/BUM Desa dan sejenis-
nya pada masa lalu, belum mem-
buahkan hasil yang memuaskan
sebagaimana tujuan pendirian-
nya, jika dilihat dari data di atas.
Karena itu, perlu upaya kuat agar
BUM Desa mampu menjawab
tantangan dan meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat. Peme-
rintah harus melakukan evalu-
asi agar BUM Desa benar-benar
menjadi pilar ekonomi desa yang
tangguh dan kuat serta memberi-
kan manfaat bagi masyarakat.

Studi PATTIRO di empat BUM
Desa di tiga kabupaten yaitu Ka-
bupaten Kebumen, Kabupaten
Siak, dan Kabupaten Bantul mem-
perlihatkan keberadaan BUM
Desa yang menjadi wadah dalam
menggerakkan ekonomi desa
dan pelayanan desa, masih me-
merlukan perhatian serius peme-
rintah supra desa.



Rendahnya Inisiatif Internal Desa dalam
Menggerakkan Ekonomi Desa

ndang-Undang Desa  mengkon-
struksikan Desa sebagai organisasi
campuran (hybrid) antara masyara-
kat berpemerintahan (self-governing
community) dan pemerintahan lokal (local self
government). Desa juga tidak identik dengan
Pemerintah Desa dan Kepala Desa, namun meli-
puti pemerintahan lokal sekaligus mengandung
masyarakat yang keseluruhannya membentuk
kesatuan hukum. Konstruksi ini juga membawa
perbedaan antara aspek kajian BUM Desa dan
Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/
BUMD) yang merupakan badan usaha yang ber-
peran sebagai alat intervensi pemerintah pada
tataran perekonomian nasional atau daerah.

Inisiatif dalam membentuk usaha desa juga
seharusnya hadir bersamaan di internal desa
(pemerintah desa dan masyarakat) dalam
musyawarah desa. sehingga kehadirannya bisa
menggali potensi dan menjawab permasalahan
yang dihadapi oleh desa. Dalam studi ditemu-
kan insiatif pembentukan lebih banyak muncul
dari pihak luar desa. Walaupun ada juga inisiatif
yang hadir dari internal desa (pemerintah desa
dan masyarakat), seperti di Desa Panggungharjo

di Kota Yogyakarta dan Desa Tirtonirmolo di Ka-
bupaten Bantul. Inisiatif tersebut hadir karena di-
latarbelakangi oleh kondisi dan permasalahan
yang ada di desa. Menjadi penting dalam pem-
bentukan BUM Desa harus memahami potensi
dan kondisi desa yang kemudian atas inisiatif ber-
sama (pemerintah desa dan masyarakat) mem-
bentuk BUM Desa sebagaimana telah dimandat-
kan dalam pasal 4-6 Permendesa Nomor 4 Tahun
2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Penyelenggaraan musyawarah desa dalam
pembentukan BUM Desa tidak sebatas
memenuhi administratif semata, namun perlu
dilihat faktor-faktor produksi yang akan mendo-
rong pertumbuhan ekonomi (Erani, 2006:254).
Terlampauinya target pembentukan BUM Desa
harus dibarengi dengan kualitas serta optimalnya
usaha yang dijalani. “pendekatan proyek” tidak
dapat lagi digunakan sebagai dasar membentuk
BUM Desa. Pembentukan itu harus mendasar-
kan pada kekuatan dan kebutuhan lokal. Dalam
upaya mempersiapkan hal tersebut, diperlukan
panduan untuk membentuk BUM Desa.

Ketidakjelasan Posisi BUM Desa sehagai
Institusi Sosial dan Komersil

ndang-Undang Desa memberikan kele-

luasaan jenis usaha yang akan dike-

lola. Dalam melaksanakan fungsinya,

BUM Desa tidak hanya sebagai institusi
komersial (bisnis) semata, tetapi juga sebagai insti-
tusi sosial yang tujuan akhirnya dapat berkontribusi
dalam menyejahterakan masyarakat. Hanya saja
kedua fungsi ini tidak banyak dibahas dalam Per-
aturan Pemerintah maupun Permendesa. Pemaha-
man terhadap BUM Desa yang harus menghasilkan
profit akan mengarahkan pada pilihan jenis usaha
yang dapat menghasilkan keuntungan semata. Hal
ini akan menjadi trade off bagi keterlibatan dan par-
tisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari
usaha yang dipilih BUM Desa.

Pemerintah penting memperjelas fungsi
BUM Desa sebagai institusi sosial dan insti-
tusi komersial. Kejelasan aturan terkait dua
fungsi tersebut akan menguatkan BUM Desa,
terutama dalam melakukan kerja sama usaha
dengan pihak lain (BUM Desa atau badan usaha
lain). Selain itu, kejelasan akan menghilangkan
kebingungan bagi pengelola BUM Desa. Misal-
nya, BUM Desa Panggung Lestari “pengelolaan
sampah” yang selalu mendapatkan support
anggaran dari APB Desa, hal ini cukup wajar
dilakukan sebagai BUM Desa sebagai institusi
sosial karena keberadaanya dirasakan sangat
bermanfaat oleh masyarakat.
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Kebijakan yang Belum Mengarahkan Profesionalisme
BUM Desa

truktur pengelolaan BUM Desa belum seluruhnya menyesuaikan dengan Peraturan

Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2014 tentang BUM Desa. Masih ada pe-

ngelola operasional BUM Desa yang dijabat oleh aparatur pemerintahan desa. Selain

itu, karena unsur pengawas BUM Desa tidak diperjelas di dalam Permendesa terse-
but, juga tidak di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa, ditemukan ada
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi pengawas BUM Desa. Kondisi
semacam itu akan membuat semu? proses pertanggungjawaban BUM Desa atau dalam hal ini
kepala desa kepada BPD.

Pasal 31 Permendesa Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu tugas BPD adalah
melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM
Desa. Bila anggota BPD menjadi pengawas BUM Desa yang merupakan bagian atau organ dari
BUM Desa, maka dapat dikatakan anggota BPD itu melakukan pengawasan terhadap dirinya
sendiri, meskipun proses pertanggungjawabannya melalui pemerintah desa. Juga ditemui BUM
Desa yang tidak menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaannya, selain tidak optimal-
nya peran pengawas BUM Desa sendiri.

Kejelasan pengawasan perlu untuk mengantisipasi potensi penyelewengan atau penyalah-
gunaan oleh pelaksana pengelolaan pelaksana BUM Desa. Kejelasan ini akan mewujudkan
pengelolaan BUM Desa yang mewujudkan pengelolaan BUM Desa yang demokratis dan sesuai
dengan prinsip gotong-royong, maka sepatutnya BUM Desa memperhatikan dan menerapkan
standar manajemen yang profesional dan bertanggung jawab seperti menjungjung tinggi prin-
sip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggung- jawaban.

Selain itu, peran penasihat menjadi dilema bagi BUM Desa. Pasal 2 point ¢ Permendesa
Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan, penasihat memiliki peran “mengendalikan pelaksanaan ke-
giatan pengelolaan BUM Desa”. Apabila BUM Desa merugi, maka hal ini akan menjadi tang-
gungjawab BUM Desa secara organisasi (pasal 27). Sementara dalam Pasal 139 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa kerugian BUM Desa menjadi tanggung-
Jjawab pelaksana operasional. Padahal peraturan pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa
peran penasihat adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana
operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Dari poin di atas, dipandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan dalam pengaturan organ
BUM Desa, sehingga akan memperkokoh pengelolaan BUM Desa. Pada gilirannya, hal ini akan
berdampak pada profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa.

Semu dalam arti, proses pertanggungjawaban pengelola BUM Desa (anggota BPD yang menjadi pengelola) kepada kepala desa, dan kemudian
kepala desa mempertanggungjawabkan pembinaan BUM Desa kepada BPD.(lihat Permedesa 04/2014 pasal 31, ayat 3)

‘Semangat kekeluargaan dan gotong royong
dalam pendirian BUM Desa, diharapkan dapat
menjadi dasar pergerakan perekonomian desa

dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sebagaimana tujuan pendiriannya”
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Lebih Banyak Intervensi daripada
Pembinaan Kepada BUM Desa

UM Desa didirikan tidak
hanya untuk memenuhi
target pembangunan.
Kehadirannya harus
diimbangi dengan pembinaan
untuk mengembangkan po-
tensi yang dimilikinya. Hasil studi
yang PATTIRO lakukan mem-
perlihatkan bahwa pembinaan
yang dilakukan pemerintah su-
pra desa tidak dilakukan secara
bertahap dan teratur. Jikapun
ada, pembinaan hanya dalam
rangka menjalankan kegiatan
pemerintah supra desa.

Dapat dikatakan, BUM Desa
berjalan sendiri dalam usaha-
nya. PATTIRO juga menemu-
kan bahwa akibat kurangnya
pembinaan yang diberikan dan
pengalaman yang dimiliki, salah
satu BUM Desa di Kabupaten

Kebumen terpaksa tidak dapat
melanjutkan kerja sama dengan
mitranya. Hal itu terjadi karena
pihak BUM Desa tidak dapat
memenuhi target produksi yang
sudah disepakati.

Kehadiran Undang-Undang
Desa harus mampu mengubah
pola pendekatan supra desa
dari intervensi menjadi fasilitasi
secara bertahap dan berkala.
Pemerintah supra desa harus
berbenah dan melakukan eva-
luasi atas apa yang sudah di-
lakukannya selama ini terhadap
pengembangan ekonomi desa
(BUM Desa), dan menyusun
tahapan pengembangan un-
tuk meningkatkan kemandirian
BUM Desa.

“Kehadiran UU Desa

narus mampu
menguban

pola pendekatan
supra desa dari
intervensi menjadi
fasilitasi”
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ari berbagai kondisi di atas, beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah desa baik
di tingkat provinsi maupun kabupaten antara lain:

Menjelaskan Fungsi BUM Desa sebagai
Institusi Sosial dan Komersial

Berdasarkan fungsi sosialnya, BUM Desa
harus mampu memberi manfaat kepada
masyarakat yang ada di wilayahnya. Se-
dangkan, berdasarkan fungsi komersialnya,
BUM Desa harus mampu memperoleh keun-
tungan dalam menjalankan usahanya. Dua
fungsi itulah yang membedakan BUM Desa
dengan badan usaha lainnya. Karenanya,
kedua fungsi tersebut perlu diperjelas dalam
peraturan menteri yang terkait dengan aspek
usaha yang dijalankan BUM Desa. Selain itu,
pemerintah juga perlu memperjelas aturan
yang berkaitan dengan kerja sama antar
BUM Desa dan pihak ketiga.

Merekognisi dan mendorong kemandirian
desa tidak serta merta menghilangkan per-
an dan tanggung jawab supra desa dalam
melakukan pembinaan terhadap desa, terma-
suk BUM Desa. Pembinaan selayaknya dilaku-
kan melalui pendekatan fasilitasi bukan inter-
vensi. Pemerintah supra desa harus mampu
meningkatkan dan memperkuat koordinasi
antar unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang
memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam
mengembangkan ekonomi masyarakat desa.

Memperkuat Eksistensi BUM Desa yang
Hadir Atas Inisiatif Sendiri.

Pemerintah harus memberikan rekog-
nisi terhadap usaha desa yang sudah ada
dan berjalan selama ini, terlepas dari bentuk
usaha yang dijalankannya. Menurut Sutoro
Eko (2013), membangkitkan dan memfasili-
tasi tumbuhnya gerakan ekonomi lokal secara
emansipatoris jauh lebih penting dibanding-
kan dengan institusionalisasi BUMDes secara
serentak dari atas. Selain itu, pemerintah juga
harus memperjelas model partisipasi yang di-
tawarkan dalam pengelolaan BUM Desa.

Melakukan ldentifikasi Awal Faktor
Ekonomi desa

Pemerintah harus melakukan identifikasi
awal terhadap faktor-faktor produksi desa se-
cara jelas. Ini sangat diperlukan untuk mence-
gah jangan sampai BUM Desa yang telah
didirikan, namun akhirnya tidak melakukan
kegiatan apapun karena tidak memahami
potensi usaha yang dapat dikembangkan.
Karenanya, pemerintah perlu mengeluarkan
kebijakan tentang panduan identifikasi potensi
desadantahapan pengembangan BUM Desa.
Pemerintah supra desa juga perlu menerbit-
kan kebijakan yang terintegrasi dengan tugas
pokok dan fungsi dari unit kerja terkait. Unit
kerja di tingkat kabupaten/kota ini juga perlu
menyusun kategori kemandirian BUM Desa
dan melakukan pemutakhiran data mengenai
kondisi dari setiap BUM Desa di wilayahnya.

Pengelola BUM Desa dituntut bersikap
profesional seperti pengelola badan usaha
lainnya. Karena itu, Pemerintah perlu meny-
elaraskan pengaturan tentang organ penge-
lola BUM Desa dan mempertegas peran dan
tanggung jawab masing-masing organ. Ke-
bijakan tentang BUM Desa juga sepatutnya
dapat meminimalisir peluang risiko (legal haz-
ard) dalam menjalankan usahanya maupun
tendensi BUM Desa sebagai alat kepentingan
politik lokal desa. Selain itu, peserta Pertemuan
Para Ahli yang PATTIRO selenggarakan pada
Agustus 2016 sepakat pada pemikiran bahwa
pemerintah juga perlu mempercepat penerbi-
tan peraturan mengenai pengelolaan keuan-
gan BUM Desa dan mekanisme pelaporan
serta serta pertanggungjawabannya.
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PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL

PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) yang didirikan pada 17 April 1999 adalah
sebuah lembaga riset dan advokasi yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Dengan berfokus
pada tiga sektor yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan pengelolaan keuangan
publik, dan transparansi, kegiatan-kegiatan PATTIRO didedikasikan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi publik di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan PATTIRO antara lain adalah melakukan penelitian dan menyelenggarakan
lokakarya serta pelatihan melalui asistensi teknis, pembentukan komunitas dan publikasi, serta
mengembangkan inovasi-inovasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan pelayanan publik di
seluruh Indonesia. Melalui jaringan PATTIRO Raya yang tersebar di 15 wilayah, PATTIRO bekerja
di 17 provinsi dan lebih dari 70 kabupaten/kota di Indonesia.

Berkat hasil kerjanya, sejak tahun 2011 hingga 2015, PATTIRO meraih penghargaan dari
Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat sebagai salah satu lembaga think tank terbaik di bi-
dang riset dan advokasi kebijakan.
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